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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG ~TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

e ]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 09 /660/BLH-8/KPT8/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI GAS BUMI DAN FASILITAS
PENDUKUNGNYA SEPANJANG 27,86 Km DI KECAMATAN TUALANG DAN
KECAMATAN MINAS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Thk

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa terhadap surat permohonan pimpinan PT. Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk mengajukan permohonan Izin Lingkungan
kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor:
018800.S/HK.01/PM [I1.2/2016 perihal Permohonan Izin
Lingkungan tanggal 31 Agustus 2016 perlu diterbitkan Keputusan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin
Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pipa Distribusi Gas
Bumi dan Fasilitas Pendukungnya sepanjang 27,86 Km di
Kecamatan Tualang dan Kecamatan Minas, Kabupaten Siak
Provinsi Riau oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;

b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami
perubahan sesuai dengan kriteria Pasal 50 ayat 1 sampai 3
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, maka perlu dilakukan perubahan Izin Lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan
Kegiatan Pembangunan Pipa Distribusi Gas Bumi dan Fasilitas
Pendukungnya sepanjang 27,86 Km di Kecamatan Tualang dan
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak oleh PT. Perusahaan Gas

Negara (Persero) Thk.

Mengingat : . dang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
3 g;e;nhg Swatangtra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646); ]

dang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
o gati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun

Tambahan Lembaran Negara 3419);

2. Undang-
Daya Alam Ha
1990 Nomor 49,
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i \ \l\‘-“li‘ l'.hl““" N 4 Tahan 1999 ladidws iy appidppaidifymsp

habupaten Pelalawain Kabupsien Bobken Wby, Valsimwissn Bies

Hli habupaten Siak Babapaten Mo, Vadpsppwiss) 15wt
habupaten Kuantan Bingng, dan Bole Belen anibwsws Bagps s
faban 1999 Nomor 181, Tembahan  Lembe s Waypmin Wappsinp
AROJ) sebagaimana telah diabal e Has Lnidariy Vnieisy Wappiin
11 Tahun dho ( Lembaran H.wuu Fuhwiny 24405 Bapwp 5

Fambahan Lemburan N e Ny A47A),

4 Undang Undang Nomaor 32 Tahun DOOA, Aentsng Verneyiniadws
Daevah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nonwy 125, T aibssw
Lembaran Negara Nomor 44 17), sehoageimans 1elah belwrngn wwh
diubah, teralhi dengan Undang Undang Womer 17 abvie 200 7%
tentang Perubahan Kedua Alas Undang - Undeng Wown 52 s
A004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembsran Negmrn Womn 59,
Fambahan Lembaran Negara Nomor A#A4),

2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, i niany Vermwinnn Vimisy
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo e Y S P
Negara Nomor A728),

0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Verlindungssn dse
Pengelolaan Linglungan Hidup (Lembaran Negsrs Tabn 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50599);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Verbentsas
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tashun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentany Vemtagsn
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Vemeriniah [aerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kot (Lembaran Wegsrs Tatwn
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47%7);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentany izn
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 4%, T amvaiesn

Lembaran Negara Nomor 5285);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup I Nomor 14 Tatmn
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hiduy,

11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ¥ Nomor & Tabus
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wailt
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidug,

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2088 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengena Dasmpak
Lingkungan Hidup;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kenja Inspekiorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Dacrah Kl.bupcun‘ Biak (Lembaran Daeran
Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

-
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14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang
Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA BADAN LINGKUNGAN  HIDUP
KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI GAS BUMI DAN FASILITAS
PENDUKUNGNYA SEPANJANG 27,86 Km DI KECAMATAN
TUALANG DAN KECAMATAN MINAS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI
RIAU OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Thbk

KESATU : lzin lingkungan diberikan kepada:

1.Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)

2.Penanggung Jawab : Adam Nur Bawono
Selaku Project Manager

3. Bidang Usaha : Angkutan melalui saluran pipa dan
fasilitasnya

4. Alamat Kantor : JL. KH. Zainul Arifin No.20 Jakarta
Barat 11140

S.Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tualang dan Kecamatan
Minas - Kabupaten Siak, Provinsi Riau

6.Deskripsi Kegiatan  Kegiatan Pembangunan Pipa

Distribusi Gas Bumi dan Fasilitas
Pendukungnya sepanjang 27,86 Km
Atas Nama PT. Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk di Kecamatan
Tualang dan Kecamatan Minas,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau,
dengan rincian:

a. pembebasan lahan;

b. penerimaan tenaga kerja

konstruksi;

mobilisasi alat dan bahan;

persiapan lahan;

e. konstruksi jaringan pipa dan

fasilitasnya;

mobilisasi tenaga kerja operasional;

g. operasional dan  pemeliharaan
jaringan pipa dan fasilitasnya.

po

oh

KEDyA . Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut
pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UK_IT-UPL) kegiatan Pembmmm
Pipa Distribusi Gas Bumi dan Fasilitas Pcndukungnya sepanjang
27,86 Km di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Minas, Kabupaten
Siak Provinsi Riau oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
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KETIOA P Perusahann Cas Negara (Persero) Tbk, dalam melaksanakan

lee giatannyn harus meme nuhi ,,r,--.yurm:on m"rmllk)‘

Lo Iein perlindungan  dan pengelolaan lingkungan
'Alhnlunl konatraksl dan operast yang terdin atas:

sementara penyimpanan limbah bahan berbahaya dan

hidup untuk

0o

berncun,

Lo lzin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT P, Perusanhaan Gas Negara (Persero) Thk dalarmn melaksanakan
kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

A, melalkulan pengelolann dampak sebagaimana tercantum dalam

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantaunn Lingkungan Hidup (UKL-UPL) meliputi persyaratan

standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan

linglungan  sesuni  dengan peraturan perundang-undangan

sebagnimana  tercantum dalam Lampiran | yang merupakan

baginn  tidalk terpisahkan dari  Keputusan Kepala Badan

Linglkungan Hidup Kabupaten Siak ini;

b, menyampailan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik UKL-UPL,
sctinp 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang
membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL;

¢. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten
maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

d. mengupayakan prinsip prevention, reduction dan 3R (recycle, reuse
dan recovery) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;

e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan
dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang
memiliki izin sesuai peraturan perundangan;

{. menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan

limbah;
g melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah,
masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;

mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut; dan

i, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan
apabila direncanakan untuk melakukan perubahan  terhadap
lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai :
dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan.

h.

KELIMA . PI. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyampaikan laporan
;r::laknmann persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada
dikturn Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kcgam m

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;

¢. Gubernur Riau Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Riau;
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d. Bupati Siak Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Siak; _

e. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau.

KEENAM : PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai pemegang Izin
Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila
ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;

KETUJUH - Apabila dalam pelaksanaan usaha dan /atau kegiatan, timbul dampak
lingkungan hidup' di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana
tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib
melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada
diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam;

KEDELAPAN . PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai pemegang izin
lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas
lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

KESEMBILAN : Izin Lingkungan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak diterbitkannya Izin lingkungan, pihak PT. Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk tidak melaksanakan rencana usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini
berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau x
kegiatan;

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi
pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur
dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka
Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : \9 SEPTEMBER 2016

P.19640803 199403 1 003
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